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• Permasalahan akan perlindungan ketenagakerjaan bagi perempuan bermula dari
ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pasar kerja.

• Hal ini tampak dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan yang 
masih berada jauh di bawah laki-laki yang terkait dengan peran tradisional
perempuan untuk mengurus rumah tangga

• Namun, tanggung jawab utama perempuan untuk kerja pengasuhan ini hampir
tidak berkurang ketika sudah bekerja sehingga menyebabkan perempuan harus
menanggung beban ganda. Bahkan tidak jarang mereka harus menjalankan
keduanya dalam waktu bersamaan, misalkan dengan membawa anak ke tempat
kerja

• Dengan kondisi demikian, hampir tidak mungkin bagi perempuan untuk bisa
mengakses pekerjaan formal yang bisa memberikan perlindungan ketenagakerjaan
yang lebih layak. 
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• Dalam situasi tersebut, menjadi pekerja rumahan adalah pilihan yang rasional bagi
perempuan karena dengan demikian perempuan dapat tetap bekerja sambil
melakukan kerja pengasuhan di rumah.

1. Tapi, kesempatan untuk menjadi PPR ini tidak selalu ada. 
2. Sekalipun ada, upahnya cenderung kecil, sementara, tuntutan untuk

mencukupi kebutuhan ekonomi mengharuskan perempuan segera
memperoleh penghasilan. 

• Untuk itu, banyak perempuan mengambil langkah ekstrem dengan menjadi PMI 
yang menjanjikan penghasilan yang besar. 

• Ini juga yang menyebabkan perempuan mudah terjebak pada jalur migrasi
nonprosedural, yaitu jalur tidak resmi tanpa melalui P3MI atau yang dulu disebut
sebagai PJTKI.

1. Seperti yang ditunjukkan oleh data yang dirilis WB pada 2019 bahwa
perempuan berpeluang 25% lebih besar dari laki-laki untuk bermigrasi
secara tidak resmi. 

• Sayangnya menjadi PPR atau PPMI ini belum tentu menjadi solusi, bahkan
seringkali justru menempatkan mereka dalam kondisi yang rentan
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Studi kami menemukan bahwa PPR dan PPMI masih menghadapi banyak kendala
dalam memperoleh perlindungan ketenagakerjaan. 
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Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas upaya perlindungan ketenagakerjaan
yang bisa menjangkau PPR dan PPMI.
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• Untuk melihat permasalahan perlindungan ketenagakerjaan yang dihadapi PPR dan
PPMI, kami melakukan pengumpulan data dengan dua pendekatan, yaitu
pendekatan kuantitatif (survei keluarga) dan kualitatif (wawancara mendalam dan
FGD) di lima kabupaten yang tersebar di lima provinsi Indonesia.

• Untuk tema PPR, fokus studi dilakukan di Kabupaten Deli Serdang yang telah
mendapatkan pendampingan dari BITRA Indonesia sebagai mitra MAMPU dan di 
Kabupaten Pangkep. Sedangkan untuk tema PPMI, fokus studi dilakukan di 
Kabupaten Cilacap yang telah mendapatkan pendampingan dari Migrant CARE 
sebagai mitra MAMPU dan di kabupaten Kubu Raya.
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• Setidaknya ada 4 kriteria yang kami gunakan dalam mengidentifikasi PPR pada 
studi ini:

1. PPR bekerja setidaknya sejam selama seminggu terakhir
2. PPR masih memiliki pekerjaan dalam sebulan terakhir.
3. Lokasi kerjanya bukan di tempat pemberi kerja atau tempat yang 

disediakan pemberi kerja. Sebagai contoh, bukan di pabrik atau rumah
produksi pemilik usaha. 

4. Status kerjanya adalah sebagai buruh, pegawai, atau karyawan.
• Oleh karena itu, pekerja rumahan tidak sama dengan pekerja rumah tangga. 

Mereka juga tidak sama dengan pekerja mandiri yang mengambil risiko atas
produksi dan penjualan dari barang yang dihasilkannya.
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Foto-foto di atas adalah gambaran dari beberapa jenis pekerjaan PPR yang kami 
temukan di lokasi studi. Berdasarkan hasil FGD, kami menemukan setidaknya
terdapat 10 jenis pekerjaan yang berbeda dengan jenis komoditas yang berbeda-beda
di kelima kabupaten studi.
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• Melalui definisi yang digunakan, setidaknya sudah terlihat bahwa PPR pada
dasarnya merupakan bagian dari tenaga kerja yang melibatkan relasi antara
pemilik modal atau pemberi kerja, dengan pekerja. 

• Masalahnya, pekerja rumahan umumnya masih tidak dianggap sebagai pekerja.
1. Hal ini karena PPR tidak memiliki hubungan langsung dengan pemberi

kerja (khususnya karena nihilnya perjanjian kerja langsung dengan
pemberi kerja) atau karena hubungan kerja berantai melalui perantara.

2. Untuk itu, pekerja rumahan memiliki posisi yang cenderung lebih rentan
dibandingkan pekerja informal lainnya.

• Persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain yang 
masih memerjuangkan rekognisi untuk PPR, seperti di Argentina, Turki, dan India.

• PPR pun seringkali menganggap dirinya bukan pekerja seperti pekerja pabrik, 
sehingga mempengaruhi persepsi mereka tentang hak yang seharusnya mereka
peroleh, seperti terlihat pada kutipan di atas. 
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• Upaya mengenali dan memastikan perlindungan ketenagakerjaan PPR di Indonesia 
menjadi semakin krusial karena berdasarkan temuan kami dalam 2 tahun terakhir, PPR 
tetap dalam kondisi kerja yang tidak layak.

• Secara rata-rata, PPR di kedua periode waktu masih tetap bekerja sekitar 30-40 
jam/minggu. 

1. Bisa lebih tinggi ketika sedang mengejar target produksi. 
2. Hal ini mengindikasikan bahwa PPR memiliki beban pekerjaan atau produksi yang 

mirip dengan pekerja pabrik. 
3. Tapi, upah yang diterima PPR relatif rendah, yaitu kurang dari 500 ribu per bulan

• PPR juga umumnya masih bekerja tanpa kontrak tertulis. 

• Dalam beberapa kasus, hal ini turut memengaruhi PPR untuk beralih ke pekerjaan
lain. 

1. Sebagai contoh, beberapa PPR di Deli Serdang ditemukan beralih mencari
pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi karena meningkatnya kebutuhan
hidup.

2. Selain di Deli Serdang, ada alasan-alasan yang berbeda bagi PPR untuk
beralih kerja. Di Pangkep, peralihan kerja lebih disebabkan oleh 
menurunnya kesempatan PPR untuk bekerja karena penurunan pasokan
komoditas yang perlu diproduksi. 

11



• Dalam studi ini juga nyaris tidak ditemukan PPR yang mendapat perlindungan
kerja, baik di tahun 2017 maupun 2019.

1. Hal ini menjadi temuan baik dari hasil survei maupun pendalaman
kualitatif.

2. Padahal, persoalan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti tangan
tertusuk jarum, alergi, dan mata terasa sakit, merupakan hal-hal yang 
dianggap PPR menjadi masalah utama dalam pekerjaan. 

• PPR umumnya juga harus menyediakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dalam
melindungi diri, seperti masker atau sarung tangan.

1. Hal ini terutama menjadi masalah ketika PPR yang secara umum bekerja
dengan sistem borongan harus mengejar target produksi dalam waktu
singkat. Umumnya, PPR masih menganggap bahwa mendapatkan fasilitas
perlindungan dalam bekerja merupakan sesuatu yang muluk-muluk bagi
seorang pekerja. rumahan. 
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Di sisi lain, kami juga menemukan beberapa upaya perubahan yang dilakukan oleh
PPR, khususnya PPR yang telah mendapatkan dampingan dari BITRA Indonesia. 
• Sebagai contoh, pada tahun 2018 di Deli Serdang, BITRA bersama Serikat pekerja

rumahan (SPR) pernah menginisiasi pendaftaran anggota BPJS-Ketenagakerjaan
dengan memanfaatkan program subsidi gubernur Sumatera Utara, walaupun
selanjutnya terkendala iuran pasca subsidi. [next]

• Sebagian PPR juga ditemukan melakukan negosiasi dengan pemberi kerja. Praktik
ini yang masih cenderung dilakukan oleh PPR di Deli Serdang yang didampingi
BITRA melalui SPR karena di lokasi studi lain praktik ini masih cenderung tidak
dilakukan oleh PPR.

1. Contoh alasan yang kami temukan membuat PPR tidak bernegosiasi atau
berorganisasi adalah karena PPR takut kehilangan pekerjaannya akibat dari
tuntutan ke pemberi kerja.

• Bentuk upaya lain yang penting untuk disoroti adalah negosiasi yang dilakukan
melalui keterlibatan PPR mengadvokasi Ranperda perlindungan pekerja rumahan
di Sumatera Utara. 

1. Usaha ini masih dalam tahap negosiasi dengan Kemendagri dan sudah
mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah setempat, termasuk dari
DPRD Sumatera Utara.
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• Temuan ini setidaknya menunjukkan bahwa pengorganisasian dan advokasi
memegang peranan penting dalam mendorong perubahan kondisi kerja PPR, 
terutama terkait perlindungan sebagai tenaga kerja.

• Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi
agar upaya-upaya pengorganisasian dan advokasi seperti yang ditemukan di 
Sumatera Utara, bisa dilakukan juga di daerah-daerah lain.
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• UU No.18/2017 tidak mencakup perlindungan terhadap PMI nonprosedural karena
status mereka yang tidak tercatat bahkan ilegal, padahal diperkirakan jumlah PMI 
nonprosedural ini jauh melebihi yang prosedural. Artinya, ada lebih banyak PMI 
yang sebenernya belum terlindungi.

• Sebagai akibatnya, PMI nonprosedural tidak mendapat akses terhadap pelatihan
atau dokumen absah sebagai bekal saat bekerja, selayaknya PMI prosedural, 
sehingga keamanan dan keselamatan mereka tidak terjamin, seperti ditipu calo, 
ditangkap polisi, atau dieksploitasi majikan.
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Untuk memastikan agar PMI nonprosedural mendapat perlindungan dari negara, hal
yang bisa dilakukan adalah mendorong PMI nonprosedural beralih menggunakan jalur
prosedural. Untuk mendorong peralihan tersebut, praktik baik yang ada di wilayah 
dampingan MAMPU, di Cilacap, dapat menjadi contoh untuk direplikasi di wilayah 
lain, terutama di wilayah yang dominan PMI nonprosedural
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• Di Cilacap, adanya kolaborasi upaya dari berbagai pihak, terbukti dapat mendorong PMI 
untuk bermigrasi secara prosedural. Di antara pihak tersebut adalah pemerintah dari
pusat hingga desa, organisasi nonpemerintah dalam hal ini Migrant CARE, dan juga 
masyarakat melalui getok tular berbagi informasi jalur prosedural dari purna-PMI ke calon
PMI. Dengan praktik baik, PMI dari Cilacap berpeluang untuk bermigrasi secara prosedural
hampir 12x lebih besar dari PMI di wilayah studi lain.

• Komitmen antarpemangku kepentingan seperti di Cilacap tidak ditemukan di wilayah studi
lain, misalkan yang ada di Kubu Raya. Karena bukan dianggap kantong migran, hampir
tidak ada upaya serius untuk melindungi PMI di wilayah tersebut, padahal mayoritas PMI 
di kubu raya bermigrasi melalui jalur nonprosedural yang lebih rentan untuk ditipu dan 
dieksploitasi. Di wilayah dominan nonprosedural seperti di Kubu Raya, kolaborasi seperti
praktik baik di Cilacap layak untuk direplikasi.
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• Sementara upaya mendorong peralihan dari jalur nonprosedural ke jalur
prosedural digalakkan, implementasi dari UU No.18/2017 juga harus semakin
dioptimalkan agar PMI yang sudah melalui jalur prosedural dapat terjamin hak-
haknya.

• Hal ini penting karena hasil studi kami menunjukkan bahwa:
1. Ketiadaan peraturan turunan terkait biaya penempatan telah

menyebabkan PMI masih tetap menanggung biaya penempatan yang 
besar, walaupun seharusnya komponen biaya tersebut sudah dihapuskan
menurut UU No.18/2017

2. Karena belum terbaharuinya pengetahuan mereka tentang UU ini, mereka
tetap bergantung pada P3MI, meskipun sudah tersedia LTSA (Layanan
terpadu satu atap) yang bisa diakses langsung oleh PMI. Belum 
terbaharuinya informasi PMI juga masih bergantungnya PMI kepada P3MI 
terkait dengan mulai berkurangnya intensitas pendampingan oleh Migrant 
CARE sejak 2019. Selain itu, upaya pemberdayaan kepada PMI agar 
“berani” untuk mengurus proses pendaftaran dan keberangkatan tanpa
bergantung pada P3MI, melainkan melakukan sendiri secara langsung
dengan memanfaatkan fasilitas LTSA yang sudah disediakan pemerintah.

3. Kondisi-kondisi ini masih menunjukkan dominannya peran P3MI yang 
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kemudian membuka peluang bagi P3MI untuk bersikap semena-mena
kepada PMI , seperti menandatangani sendiri perjanjian penempatan kerja
dengan PMI atau menahan kontrak kerja PMI dengan majikan.
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Upaya-upaya perlindungan kepada perempuan PMI perlu dilakukan secara
komprehensif, mulai dari mendorong penggunaan jalur prosedural, menguatkan
implementasi UU No.18/2017, juga yang tidak kalah penting adalah penguatan
program reintegrasi ekonomi untuk mencegah PMI kembali bermigrasi
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• Penguatan program reintegrasi ekonomi ini sangat krusial karena sampai saat ini
kami menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi bagi PPMI purna di 
wilayah studi ini belum berjalan efektif, baik program pemerintah yaitu Desmigratif
atau program nonpemerintah, seperti Desbumi.

• Pada 2017 lalu, kami menemui setidaknya ada dua program reintegrasi ekonomi
untuk PPMI purna, yaitu pemberdayaan Kabumi di Desa E Cilacap dan Program 
Desmigratif di Desa A Deli Serdang. Namun kedua program ini tidak ditemukan lagi
pada 2019 saat kami melakukan studi ini. Meskipun, di tahun ini juga kami 
temukan muncul Program Desmigratif di Cilacap dan di Kubu Raya, namun hanya
sebagian yang masih berjalan, itu pun dengan skala yang terbatas.

• Berikut adalah beberapa hal yang meyebabkan program pemberdayaan ekonomi
ini tidak efektif:

1. Kondisi pendampingan yang tidak berkelanjutan dan exit strategi yang 
tidak jelas menyebabkan peserta program tidak bisa mandiri setelah tidak
ada lagi pendampingan.

2. Motivasi menjalankan usaha dari sisi PMI juga rendah. Mereka cenderung
tidak sabar terhadap hasil usaha yang dianggapnya lama dan seringkali
membandingkannya dengan penghasilan mereka saat bermigrasi yg pada 
akhirnya membuat mereka berpikir untuk kembali melakukan migrasi.
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• Tanpa program reintegrasi ekonomi yang efektif, siklus migrasi akan terus berulang
dan perempuan tidak akan dapat berdaya di tanah kelahirannya sendiri
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